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BAB |

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan
kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan
perwujudan dari cita-cita dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat, peningkatan pendapatan riil per kapita, akses memperoleh pekerjaan,
dan kegiatan ekonomi (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Salah satu usaha untuk
mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan
pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa
pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi
kepentingan bersama (Waluyo, 2010).

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana
yang dipergunakan untuk pembangunan sebagian besar dibiayai dari penerimaan
pajak. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk
mengoptimalkan pemasukan pajak. Penerimaan pajak akan sangat dipengaruhi

oleh sejauh mana kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan
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kewajiban perpajakannya. Salah satu contoh pajak mempunyai peran serta dalam
pembangunan pusat dan daerah yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB).
Diharapkan pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat mewujudkan
kesejahteraan rakyat dengan cara pemungutan pajak untuk meningkatkan
penerimaan negara. Pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan sebagai
salah satu bentuk kepatuhan masyarakat dalam mematuhi hukum pajak. PBB
merupakan pajak dengan sistem pemungutan Semi Self Assessment System,
dimana fiskus melakukan pendataan dengan dibantu oleh pemerintah daerah
melalui dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP). Kemudian
dari Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP), diterbitkan SPPT yang akan
dibagikan melalui kecamatan, kelurahan/desa untuk disampaikan kepada
masyarakat/wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB (Koentarto, 2011).
Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan
adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana masyarakat atau
wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak
perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Koentarto, 2011).
Sapriadi (2013) menambahkan bahwa wajib pajak dikatakan patuh jika wajib
pajak disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan
penyetoran pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), sanksi, dan pelayanan pajak

(Koentarto, 2011) yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah,
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sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yaitu: pendapatan wajib
pajak (Koentarto, 2011) dan pemahaman wajib pajak (Darmawan, 2012).

SPPT merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak dan
SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Direktorat
Jenderal Pajak (Waluyo, 2011). Wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak
bumi dan bangunan atas kepemilikan tanah dan bangunan dengan jumlah yang
tertera pada SPPT yang telah ditetapkan oleh fiskus berdasarkan pendataan yang
telah dilakukan. Jadi, bila SPPT tidak sampai ketangan wajib pajak maka wajib
pajak tidak mengetahui besarnya pajak yang terutang atas pajak bumi dan
bangunan, sehingga akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk pembayaran
atas pajak bumi dan bangunan dan akan mempengaruhi penerimaan realisasi
negara khususnya atas pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) selama ini selalu diidentikkan dengan
pajak lempung karena objek pajak utamanya berupa tanah (bumi) dengan wajib
pajak yang meliputi seluruh golongan masyarakat dari golongan rakyat jelata
sampai dengan penjabat tinggi negara, sementara kontribusi finansial untuk
penerimaan negara masih relative kecil dibandingkan dengan jenis pajak lainnya
(Suharno, 2003 dalam Ghani, 2008). Karena objek pajak PBB meliputi seluruh
tanah atau dan bangunan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup
manusia, serta wajib pajaknya terdiri dari hampir seluruh lapisan masyarakat
Indonesia yang merupakan unsur utama, objek, dan subjek pembangunan, PBB

mempunyal posisi yang sangat strategis dalam proses pengelolaan negara (Ghani
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2008). Berikut merupakan tabel 1 penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 4

tahun yakni tahun 2010-2013 di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan.

Tabel 1.1

Daftar Penerimaan PBB Kecamatan Ciputat tahun 2010-2013

Kelurahan 2010 2011 2012 2013

Cipayung 1.843.881.778 | 2.276.100.064 | 2.161.622.939 | 699.870.379
Clputat 1.847.324.765 | 1.881.411.582 | 2.269.867.635 | 7/77.456.603
Jombang 990.941.445 | 1.296.248.580 | 1.623.564.641 | 670.346.795
Sarua 1.269.077.987 | 1.561.154.814 | 1.967.221.683 | 796.790.679
Sarua Indah | 759.981.050 | 994.305.276 | 1.175.434.045 | 530.728.347
Sawah 1.036.430.050 | 1.292.843.012 | 1.894.724.861 | 653.114.875
Sawah Baru | 1.959.547.402 | 2.233.321.981 | 4.160.194.118 | 982.276.228

Sumber: KPP Pratama Serpong
Dari tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa tiap tahunnya penerimaan pajak bumi
dan bangunan dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan dan berdasarkan
tabel di atas tahun 2013 merupakan penerimaan pajak masih dalam awal tahun.
Diharapkan penerimaan pajak selama 1 tahun akhir ini nantinya mengalami
peningkatan lebih dibandingkan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2010-2013.
Perlunya Ketepatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
didasarkan pada penetapan luas tanah dan bangunan penetapan NJOP (Nilai Jual
Objek Pajak) sebagai informasi untuk mengetahui kebenaran pajak. Besaran tarif

pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 0,5%
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dari nilai jual objek pajak, masih saja kurang dirasakan adanya peningkatan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Diharapkan dengan upaya
pemerintah daerah mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
sampal ke tangan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan dan dapat meningkatkan penerimaan pajak
bumi dan bangunan.

Agar peraturan perpajakan terpenuhi, maka harus ada sanksi perpajakan.
Menurut Tjahjono (2005) dalam Sapriadi (2013), sanksi pajak adalah suatu
tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan
dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena
alpa. Tingkat kepatuhan wajib pajak menurut Muliari (2011) dapat dipengaruhi
beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi
perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap
objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak, banyak
yang tidak patuh dan tidak ikut berpatisipasi terhadap pembayaran PBB, Devano
dan Rahayu (2006) dalam Sapriadi (2013) menambahkan bahwa pengenaan
sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban
perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang
perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan
terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena
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tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam
usahanya untuk menyelundupkan pajak. Sehingga sanksi pajak dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan kata lain,
sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar
norma perpajakan.

Hasil penelitian Koentaro (2011) dan Sapriadi (2013) menyebutkan
sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi sanksi pajak
yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Membayar pajak kepada kas negara merupakan kewajiban setiap warga
negara sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Dengan membayar pajak
berarti seseorang telah ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah dalam
pembangunan disegala bidang dan memperlancar usaha pemerintah untuk
melindungi kepentingan masyarakat, karena setiap masyarakat (warga negara)
berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan umum.

Dasar dari optimalisasi kepuasan dan loyalitas wajib pajak tersebut salah
satunya adalah pemberian layanan yang berkualitas atau prima kepada mereka
(wajib pajak). Kualitas layanan tersebut dapat diberikan secara optimal oleh DJP
atau kantor pajak kepada wajib pajak, karena kualitas layanan akan berpengaruh
terhadap tingkat kepuasan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, dan pada
akhirnya tingkat kepuasan akan menimbulkan loyalitas mereka, terutama

berkaitan dengan pembayaran pajak (Albari, 2009). Pelayanan pajak untuk pajak
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bumi dan bangunan sendiri sebenarnya yaitu dengan cara penyampaian SPPT
kepada wajib pajak dan sistem pembayaran PBB (Koentarto, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Koentarto (2011), menunjukkan
pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan. Pelayanan pajak adalah tindakan atau
kegiatan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak dalam melaksanakan
tugasnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar
pajak.

Wajib pajak telah diberikan kemudahan oleh Direktorat Jenderal Pajak
dalam pelayanan pajak khususnya untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan
bangunan yaitu di Bank/Kantor Pos yang telah ditunjuk dalam SPPT dan juga
melalui e-payment, transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan,
yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking ataupun Teller
Bank yang online di seluruh Indonesia. Diharapkan kepatuhan dan kesadaran
wajib pajak yang selama ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat
diminimalisir dengan segala kemudahan yang diberikan.

Menurut Siahaan (2010), kemampuan untuk membayar pajak dapat
dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi
seseorang. Pendapatan merupakan nafkah, penerimaan, penghasilan, bayaran,
gaji, honorarium (Endarmoko, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh
S.Mu’minatus & Istiqgomah (2005), menjelaskan pajak bumi dan bangunan

dibayar oleh pendapatan wajib pajak yang mencerminkan kemampuan membayar,
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maka pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan
penerimaan pajak PBB.

Semakin tinggi kemakmurannya seseorang, maka semakin tinggi pula
kemampuan orang tersebut membayar pajak (Siahaan, 2010). Dengan adanya
kemampuan membayar pajak bumi dan bangunan berarti merupakan salah satu
kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang. Selain itu, pada penelitian
Koentarto (2011) faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar
pajak bumi dan bangunan pada arut selatan yaitu masalah ekonomi wajib pajak
dimana bila wajib pajak tersebut dalam usahanya bangkrut maka mereka tidak
membayar pajak.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak agar
mereka rela memberikan konstribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan
dengan cara membayar kewajiban pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah
(Mu’minatus & Istigomah, 2005). Selain itu, pengetahuan perpajakan yang
dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus
dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka
sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Darmawan,
2012).

Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia (2007), pemahaman merupakan
apresiasi, ingatan, keinsafan, keasdaran, kognisi, pengetahuan, pengertian,
signifikansi,  wawasan, interpretasi, konstruksi, pembacaan, pafsiran,
penangkapan, resepsi. Dalam penelitian Mu’minatus & Istiqgomah (2005),

pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan pajak
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bumi dan bangunan, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan
wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas
cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan
perpajakan PBB berfungsi penting, karena merupakan elemen kognitif dari sikap
wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, dan sikap
wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya
perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Widajantie, 2013).
Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka
semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila
melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Hardianingsih, 2011). Hal ini dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan
bangunan.

Penelitian ‘ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Koentarto (2011). Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini yaitu:

1. Menambah variabel tingkat pemahaman wajib pajak sebagai
kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi
dan bangunan (Darmawan, 2012).
2. Penelitian sebelumnya dilakukan di Arut Selatan, Kalimantan.
Sedangkan studi kasus ini dilakukan pada Kecamatan Ciputat.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah

“Pengaruh Ketepatan SPPT, Sanksi, Pelayanan Pajak, Pendapatan Wajib
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Pajak, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada ketepatan SPPT, sanksi, pelayanan pajak, pendapatan

wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan

masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di

Kecamatan Ciputat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1.

Apakah ketepatan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan

bangunan?

. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan

pembayaran pajak bumi dan bangunan?

. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?
Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?

. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?
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6. Apakah ketepatan SPPT, sanksi, pelayanan pajak, pendapatan wajib pajak,
pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini

bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh ketepatan surat pemberitahuan pajak terutang
(SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak
bumi dan bangunan.

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

6. Untuk mengetahui pengaruh ketepatan surat pemberitahuan pajak terutang
(SPPT), sanksi, pelayanan pajak, pendapatan wajib pajak dan pemahaman
wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan

pembayaran pajak bumi dan bangunan.

23

Pengaruh Ketetapan..., Kingkin Setyorini, FB UMN, 2014



1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Masyarakat
Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari
pentingnya membayar pajak terutama dalam hal pajak bumi dan bangunan

2. Petugas Pelayanan Pajak
Dapat digunakan sebagai masukan atau dasar mengenai indikator-indikator
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan
bangunan.

3. Peneliti Selanjutnya
Dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat
dijadikan sebagai sumber bacaan atau referensi terkait dengan variabel yang

telah ada untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan
Agar memperoleh gambarab yang cukup jelas mengenai apa yang akan dibahas
dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB | : Pendahuluan
Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.
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BAB II

BAB Il

BAB IV

BAB V

: Telaah Literatur

Bab ini terdiri atas penjelasan dan pembahasan secara rinci terkait
dengan pengantar perpajakan, pajak bumi dan bangunan,
kepatuhan wajib pajak, ketepatan SPPT, sanksi, pelayanan pajak,
pendapatan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, serta

perumusan hipotesis yang akan diuji.

: Metode Penelitian

Bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, populasi
dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, penjabaran
mengenai variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan

teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini terdiri atas deskripsi penelitian berdasarkan data-data
yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta

pembahasan hasil penelitian.

: Simpulan, dan Saran

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran-saran
serta rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan, dan
mempertimbangkan hasil penelitian sebagai masukan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan

datang.
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